I. Kontrak Kuliah

KONTRAK PEMBELAJARAN 

Mata Kuliah		: Delik Khusus Luar KUHP
Kopel/sks		: HKP612507/2sks	
Semester		: V
SKS			: 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat: Hukum Pidana
Durasi/Jadwal 		: 100 Menit/Jum’at, 13.00-12.40
Nama Dosen		: Firganefi, S.H., M. H.
                                      Emilia Susanti, S.H, M. H.
Tempat Pertemuan	: E 22

A. Manfaat Mata Kuliah
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif konsep, teori dan perkembangan aktual terkait isu tindak pidana khusus yang akan bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum Unila dalam dunia kerja hukum yang kompetitif terutama terkait dengan sektor hukum pidana khusus sebagai hukum publik.

B. Deskripsi Singkat Mata Kuliah
Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester kelima dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif teori dan konsep tentang tindak pidana khusus. Secara menyeluruh materi perkuliahan meliputi: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus, Pengertian,Kekhususan dan Peradilan Tindak Pidana ITE, Pengertian dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba, Peranan BNN, Sejarah, Hukum Acara dan Lembaga yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi, Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Definisi, pengaturan dan Unsur-Unsur tindak pidana Perpajakan, Definisi, pengaturan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang serta Modus Operandi Money Loundering, Pengertian, Karakteristik, Bentuk dan Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dimensi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang.

C. Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menganalisis, mempertanggungjawabkan dan mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus dengan jujur sebagai bekal mereka untuk mampu bersaing dengan lulusan fakultas hukum lain di dunia kerja.

D. Indikator Capaian Pembelajaran 
Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan mata kuliah ini dituangkan dalam tabel satu berikut ini.


Tabel 1. Operasionalisasi Capaian Pembelajaran 
Perkuliahan ke dalam Bahan Kajian

	No
	Capaian Pembelajaran 
Perkuliahan
	Bahan 
Kajian

	1
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus
2. Mendeskripsikan serta menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Khusus
3. Mendeskripsikan serta menganalisis Jenis-jenis Delik khusus
4. Mendeskripsikan serta menganalisis Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus
5. Mendeskripsikan serta menganalisis subjek tindak pidana khusus
6. Mendeskripsikan serta menganalisis hukum acara tindak pidana khusus
7. Mendeskripsikan serta menganalisis Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
8. Mendeskripsikan serta menganalisis Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus
9. Menganalisis contoh-contoh kasus Tindak Pidana Khusus
	1. Pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus
2. Pengaturan Tindak Pidana Khusus
3. Jenis-jenis Delik
4. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus
5. Subjek tindak pidana
6. Hukum acara tindak pidana khusus
7. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
8. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus
9. Contoh-contoh kasus Tindak Pidana Khusus

	2
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Pengertian Hukum Tindak Pidana ITE
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Dasar Hukum Tindak Pidana ITE
3. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Secara Singkat Hukum Acara Tindak Pidana ITE 
4. Menganalisis Secara Singkat Contoh Kasus Tindak Pidana ITE 

	1. Pengertian Hukum Tindak Pidana ITE
2. Dasar Hukum Tindak Pidana ITE
3. Hukum acara Tindak Pidana ITE
4. Contoh kasus Tindak Pidana ITE

	3
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis secara singkat mengenai Pengertian dan Pembagian Narkotika berdasarkan kuliah yang diberikan serta literatur-literatarur yang ditentukan.
2. Mendeskripsikan serta menganalisis  mengenai Delik Narkotika dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan kuliah yang diberikan serta literatur-literatarur yang ditentukan.
	1. Pengertian dan Pembagian Narkotika
2. Delik Narkotika dalam Undang-Undang Khusus 

	4
	Setelah mengikuti  perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis dampak penyalahgunaan Narkotika yang diberikan dalam perkuliahan.
2. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai Peranan BNN yang diberikan dalam perkuliahan
3. Menganalisis Hukum acara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
4. Menganalisis contoh kasus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
	1. Dampak penyalahgunaan Narkotika 
2. Peranan BNN 
3. Hukum acara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
4. Contoh kasus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika


	5
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis tentang Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diberikan dalam perkuliahn
2. Mendeskripsikan serta menganalisis Hukum Pidana Materiil dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang diberikan dalam perkuliahan
3. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai Hukum Acara Pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi
	1. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 
2. Hukum Pidana Materiil dalam UU Tindak Pidana Korupsi 
3. Hukum Acara Pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi

	6
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis Lembaga yang terlibat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi  yang diberikan dalam perkuliahan
2. Mendeskripsikan serta menganalisis Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan dalam perkuliahan.
	1. Lembaga yang terlibat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi.
2. Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


	7

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Pengertian Tindak Pidana Perpajakan
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Dasar Hukum Tindak Pidana Perpajakan
3. Menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Perpajakan
4. Menganalisis Contoh Kasus Tindak Pidana Perpajakan
	1. Pengertian tindak pidana perpajakan
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perpajakan
3. Hukum Acara Tindak Pidana Perpajakan
4. Kasus Tindak Pidana Perpajakan



	8
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerjakan soal-soal secara tepat dan benar sehingga mengetahui perkembangan keilmuannya khususnya di bidang Delik Khusus Luar KUHP
	UTS Subpokok bahasan kuliah 1 s.d 7


	9
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
 
	1.  Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang


	10
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Modus Operandi Money Laundering
3. Menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
	1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Modus Operandi Money Laundering
3. Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

	11
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Pengertian Terorisme
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Karakteristik/Ciri Terorisme
sesuai dengan perkuliahan yang diberikan
3. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Bentuk-Bentuk Terorisme 
	1. Pengertian Terorisme
2.  Karakteristik/Ciri Terorisme
3.  Bentuk-Bentuk Terorisme


	12
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Terorisme dalam Perspektif Agamasesuai materi perkuliahan.
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Kejahatan Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime
	1. Terorisme dalam Perspektif Agama
2. Kejahatan Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime.

	13
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Pengaturan Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme di Indonesia
2. Kejahatan/Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
3. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Hukum acara Tindak Pidana Terorisme
4. Menganalisis contoh kasus Tindak Pidana Terorisme
	1. Pengaturan Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme di Indonesia
2. Kejahatan/Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
3. Hukum Acara Tindak Pidana Terorisme
4. Contoh kasus Tindak Pidana Terorisme

	14
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
Mengerti dan memahami mengenai pembahasan tentang Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang diberikan dalam perkuliahan
	1. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang

	15
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai Sistem  Hukum Pidana dalam menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang yang diberikan dalam perkuliahan
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Hukum acara Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Menganalisis contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
	1. Sistem  Hukum Pidana dalam menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang
2. Hukum acara Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

	16
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, Mahasiswa mampu mengerjakan soal-soal secara tepat dan benar serta mengetahui pengetahuan mengenai Delik Khusus Luar KUHP yang sudah dipelajari.
	UAS subpokok bahasan kuliah 9 s.d 15




E. Strategi Pembelajaran
Pembelajaran akan dilakukan dengan pendekatan student center learning yang diaktualisasikan dengan cara active learning tipe collaborative learning. Strategi yang dilakukan adalah dengan membagi mahasiswa kedalam kelompok-kelompok kecil (6-7 orang) setelah pelaksanaan pertemuan awal dan pemetaan kemampuan mahasiswa, mereka akan difasilitasi oleh dosen untuk aktif berdiskusi dengan model-model diskusi active learning. 

F. Materi dan Sumber Belajar
Materi dan sumber belajar pada pokoknya berasal dari buku ajar, namun sangat disarankan bagi mahasiswa untuk membaca dan memiliki literature lain tentang Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP yang akan menambah bobot dan kemampuan mahasiswa di bidang Tindak Pidana Khusus tersebut. Sumber internet juga dianjurkan digunakan untuk memantau perkembangan dan pembaharuan isu-isu tindak pidana khusus yang terjadi.

G. Tugas dan Kewajiban Dosen dan Mahasiswa
1. Kehadiran:
Dosen wajib melaksanakan perkuliahan tatap muka dan Mahasiswa  wajib hadir mengikuti perkuliahan tatap muka di kelas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.  
2. Tugas:
Dosen bertugas sebagai fasilitator dalam menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswa wajib melaksanakan penugasan yang diberikan dosen sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung. Toleransi keterlambatan untuk dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan adalah 15 menit.
3. Kejujuran:
Dosen dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam proses perkuliahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.

H. Kriteria Penilaian
Penilaian ditentukan dari hasil:
1. Kehadiran	: Menjadi syarat mengikuti UAS, minimal hadir 80%.
2. UTS		: 20%
3. UAS		: 30%
4. Tugas		: 25%
5. Partisipasi	: 15%
6. Kuis		: 10%
Tabel 2. Konversi Nilai
	Interval Nilai
	Huruf Mutu
	Angka Mutu
	Status

	≥76,0
71,0 – 75,9
66,0 – 70,9
61,0 – 65,9
56,0 – 60,9
50,0 – 55,9
< 50
	A
 B+
B
 C+
C
D
E
	4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,0
0,0
	Lulus
Lulus
Lulus
Lulus 
Lulus
Lulus Bersyarat
Tidak Lulus



I. Jadwal Perkuliahan
Perkuliahan Delik Khusus Di Luar KUHP dijadwalkan pada semester ganjil tahun akademik 2018/2017 dan dilaksanakan pada hari Rabu Pukul 13.00-14.40 WIB.


J. Tata Tertib
Selama proses perkuliahan berlangsung, mahasiswa dan dosen harus mengindahkan hal-hal berikut ini:
1. Selama perkuliahan berlangsung mahasiswa menjaga kebersihan ruangan;
2. Selama perkuliahan berpakaian rapih, tidak memakai sandal, topi, kaos oblong dan celana robek. .
3. Gadget (smartphone, handphone,tablet, dsb) dimatikan selama perkuliahan;
4. Selama perkuliahan dilarang merokok, mabuk, dan membawa senjata tajam.
5. Keterlambatan kehadiran maksimal 15 menit.
6. Tingkat kehadiran minimal 80% dihitung  dari jumlah kehadiran dosen.
7. Tugas mandiri atau kelompok merupakan hasil mandiri atau kelompok bukan plagiat baik sebagian atau seluruhnya. Tugas mahasiswa baik mandiri ataupun kelompok yang dibuat secara plagiat sebagian atau seluruhnya dinyatakan tidak lulus (E). 
8. Tugas dikumpulkan sesuai kesepakatan dengan tim pengajar kelas, bila tidak dikumpul atau terlambat mengumpulkan tugas maka nilai akhir dinyatakan tidak lulus (E).
9. Pada saat kuliah tidak diperkenankan mengobrol/ bercengkrama dengan teman.
10. Pada saat Kuis, UTS, dan UAS mahasiswa tidak diperkenankan mencontek, memberi contekan  maupun bekerja sama. Setiap mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan kerja sama/mencontek dalam menjawab soal UTS atau UAS dinyatakan tidak lulus (E).
11. Komplain/keberatan terhadap kesalahan hitung dilakukan selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman nilai.
12. Komplain/keberatan terhadap nilai akhir dilakukan terhadap kesalahan hitung dan bukan untuk menaikan ke nilai yang lebih tinggi.
13. Komplain/keberatan dilakukan langsung oleh mahasiswa tidak melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dsb);
14. Setiap mahasiswa yang melakukan keberatan/komplain dan/atau meminta untuk mengkatrol/menaikan nilai akhir melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dll) nilai akhir dinyatakan tidak lulus (E).
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9. ----------, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008.
10. ----------, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008.
11. ----------, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009.
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


 Bandar Lampung,   Juli 2019
Dosen PJ Mata Kuliah 			Mahasiswa



Firganefi,S.H., M.H. 				----------------------------------
NIP 196312171988032003 			NPM
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	HKP612403

	Mata Kuliah Wajib Fakultas
	2
	V
	10 Oktober 2018

	Otorisasi
	Dosen Pengembang MK
	Koordinator RMK
	Ketua Bagian

	
	Tanda Tangan




	Tanda Tangan

	Tanda Tangan

	Capaian Pembelajaran
	Setelah mengikuti perkuliahan delik luar KUHP mahasiswa diharapkan mampu 
1. Menguasai teori dan menganalisis tindak pidana (delik) yang secara khusus diatur di luar KUHP
2. Mampu mendefinisikan serta menganalisis tindak pidana ITE
3. Mampu menganalisis tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika
4. Mampu mengembangkan definisi Tindak Pidana Korupsi
5. Mampu menganalisis dan mendefinisikan Tindak Pidana Perpajakan
6. Mampu menguasai serta mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang
7. Mampu mengembangkan definisi serta menganalisis Tindak Pidana Terorisme
8. Mampu mendefinisikan serta menganalisis Tindak Pidana Perdagangan Orang


	Deskripsi Singkat Mata Kuliah 
	Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester kelima dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif teori dan konsep tentang tindak pidana khusus. Secara menyeluruh materi perkuliahan meliputi: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, Definisi dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus, Pengertian,Kekhususan dan Peradilan Tindak Pidana ITE, Pengertian dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba, Peranan BNN, Sejarah, Hukum Acara dan Lembaga yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi, Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Definisi, pengaturan dan Unsur-Unsur tindak pidana Perpajakan, Definisi, pengaturan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang serta Modus Operandi Money Loundering, Pengertian, Karakteristik, Bentuk dan Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dimensi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang.


	Materi Belajar/Pokok Bahasan
	

	Pustaka	
	

	Media Pembelajaran
	

	Team Teaching
	

	Mata Kuliah Prasyarat
	Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana

	No
	Minggu Ke
	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan
	Bahan Kajian
	Bentuk Pembelajaran
	Waktu
	Pengalaman Belajar Mahasiswa
	Kriteria Penilaian
	Bobot Nilai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	1-2

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus
2. Mendeskripsikan serta menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Khusus
3. Mendeskripsikan serta menganalisis Jenis-jenis Delik khusus
4. Mendeskripsikan serta menganalisis Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus
5. Mendeskripsikan serta menganalisis subjek tindak pidana khusus
6. Mendeskripsikan serta menganalisis hukum acara tindak pidana khusus
7. Mendeskripsikan serta menganalisis Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus
8. Mendeskripsikan serta menganalisis Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus
9. Menganalisis contoh-contoh kasus Tindak Pidana Khusus
	1. Pengertian hukum tindak pidana khusus
2. Pengaturan tindak pidana khusus
3. Jenis-jenis delik
4. Pengaturan tindak pidana khusus
5. Subjek tindak pidana
6. Hukum acara tindak pidana khusus
7. Ruang lingkup tindak pidana khusus
8. Bentuk-bentuk tindak pidana khusus
9. Contoh kasus tindak pidana khusus

	Perkenalan, Presentasi verbal, diskusi dan Tanya jawab
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%

	II
	2

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Pengertian Hukum Tindak Pidana ITE
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Dasar Hukum Tindak Pidana ITE
3. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Secara Singkat Hukum Acara Tindak Pidana ITE
4. Menganalisis Secara Singkat Contoh Kasus Tindak Pidana ITE
	1. Pengertian Hukum Tindak Pidana ITE
2. Dasar Hukum Tindak Pidana ITE
3. Hukum acara Tindak Pidana ITE
4. Contoh kasus Tindak Pidana ITE
	Pembelajaran koperatif tipe Jigsaw
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi berbasis masalah,Presentasi hasil diskusi.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%

	III
	3

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1.  Mendeskripsikan serta menganalisis secara singkat mengenai Pengertian dan Pembagian Narkotika berdasarkan kuliah yang diberikan serta literatur-literatarur yang ditentukan.
2. Mendeskripsikan serta menganalisis  mengenai Delik Narkotika dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan kuliah yang diberikan serta literatur-literatarur yang ditentukan.
	1. Pengertian dan jenis-jenisnarkotika
2. Delik narkotika dalam UU khusus

	Pembelajaran koperatif tipe investigasi kelompok
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Kemampuan bekerjasama,
2. Keaktifan
3. Kebenaran Penjelasa
4. Metode penulisan
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%

	IV
	4

	Setelah mengikuti  perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis dampak penyalahgunaan Narkotika yang diberikan dalam perkuliahan
2. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai Peranan BNN yang diberikan dalam perkuliahan
3. Menganalisis Hukum acara Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
4. Menganalisis contoh kasus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.

	1. Dampak penyalahgunaan narkotika
2. Peranan BNN
3. Hukum acara tindak pidana narkotika dan psikotropika
4. Contoh kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika

	Curah gagasan, kunjungan karya
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Kemampuan bekerjasama;
2. Keaktifan
3. Kebenaran Penjelasan
4. Metode penulisan
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%

	V
	5

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis tentang Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diberikan dalam perkuliahan
2. Mendeskripsikan serta menganalisis Hukum Pidana Materiil dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang diberikan dalam perkuliahan
3. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai Hukum Acara Pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi
	1. Sejarah pemberantasan TP korupsi di indonesia
2. Hukum pidana materil dalam UU TP korupsi
3. Hukum acara pidana dalam TP korupsi

	Pembelajaran koperatif tipe Students Team Achievment Division
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
Kerja sama dalam team
	5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%

dan

7,5% dari persentase nilai kuis sebesar 15%

	VI
	6

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis Lembaga yang terlibat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi  yang diberikan dalam perkuliahan
2. Mendeskripsikan serta menganalisis Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan dalam perkuliahan.
	1. Lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum TP korupsi
2. Peran masyarakat dalam pemberantasan TP korupsi

	Tugas Makalah,Diskusi kelompok
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	4. Partisipasidan Keaktifan
5. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
6. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	VII
	7

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Pengertian Tindak Pidana Perpajakan
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Dasar Hukum Tindak Pidana Perpajakan
3. Menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Perpajakan
4. Menganalisis Contoh Kasus Tindak Pidana Perpajakan
	1. Pengertian tindak pidana perpajakan
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Perpajakan
3. Hukum Acara Tindak Pidana Perpajakan
4. Contoh Kasus Tindak Pidana Perpajakan
	Project based learning
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	VIII
	8

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerjakan soal-soal secara tepat dan benar sehingga mengetahui perkembangan keilmuannya khususnya di bidang Delik Khusus Luar KUHP
	Pertemuan 1-Pertemuan ke 7
	Ujian Tertulis
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Mengerjakan soal dalam bentuk uraian dan essay 
	Ujian Tengah Semester (UTS)

	20 %

	X
	9

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
	1. Definisi TP pencucian Uang
2. Pengaturan hukum TP pencucian uang

	Curah gagasan, kunjungan karya
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.


	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	IX
	10

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Modus Operandi Money Laundering
3. Menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Contoh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
	1. Unsur-unsur TPPU
2. Modus operandi Money Laundring
3. hukum acara tindak pidana pencucian uang
4. contoh kasus tindak pidana pencucian uang

	Pembelajaran koperatif tipe investigasi kelompok
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	XI
	11

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Pengertian Terorisme
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Karakteristik/Ciri Terorisme
sesuai dengan perkuliahan yang diberikan
3. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Bentuk-Bentuk Terorisme
	1. Pengertian terorisme
2. Karakteristik/ciri terorisme
3. Bentuk-bentuk terorisme

	Pembelajaran koperatif tipe Jigsaw
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.


	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	XII
	12
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Terorisme dalam Perspektif Agamasesuai materi perkuliahan.
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Kejahatan Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime
	1. Terorisme dalam perspektif agama
2. Kejahatan terorisme sebagai Ekstra Ordinary Crime

	Pembelajaran koperatif tipe Students Team Achievment Division
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	XIII
	13

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan Serta Menganalisis mengenai Pengaturan Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme di Indonesia
2. Kejahatan/Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
3. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Hukum acara Tindak Pidana Terorisme
4. Menganalisis contoh kasus Tindak Pidana Terorisme

	1. Pengaturan TP terorisme di indonesia
2. Kejahatan/TP terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
3. Hukum acara tindak pidana terorisme
4. Contoh kasus tindak pidana terorisme

	Curah Gagasan
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.


	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	7,5% dari persentase nilai kuis sebesar 15%

	XIV
	14

	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai pembahasan tentang Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang diberikan dalam perkuliahan
	Pengertian kejahatan perdagangan orang.

	Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	1. Partisipasidan Keaktifan
2. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
3. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
4. Kerja sama dalam team
	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	XV
	15
	Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. Mendeskripsikan serta menganalisis mengenai Sistem  Hukum Pidana dalam menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang yang diberikan dalam perkuliahan
2. Mendeskripsikan Serta Menganalisis Hukum acara Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Menganalisis contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang 
	1. Sistem hukum pidana dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang
2. hukum acara tindak pidana perdagangan orang
3. contoh kasus perdagangan orang

	Pembelajaran koperatif tipe investigasi kelompok
	Kuliah: 100 menit, Kegiatan terstruktur: 50 menit, Kegiatan Mandiri: 50 menit.

	Diskusi kelompok berbasis masalah, presentasi, penilaian teman sejawat.
	4. Partisipasidan Keaktifan
5. Ketepatan dalam memberikan penjelasan
6. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman
7. Kerja sama dalam team

	0,5% dari persentase nilai tugas sebesar 25%


	XVI
	16
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	30%
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III. Satuan Acara Perkuliahan
SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

Nama Program Studi 		: Ilmu Hukum
Mata Kuliah			:Delik Luar KUHP
Kode Mata Kuliah/SKS	 	: HKP612403/2 SKS
Hari/Tanggal			: Rabu/7 September 2018 
Waktu Pertemuan		: Pukul 13.00-14.40
Pertemuan Ke			: Satu
Dosen 				: Dr. Eddy Rifai, SH.,MH

	[bookmark: _GoBack]CAPAIAN PEMBELAJARAN
	Mahasiswa dapat bekerjasama dengan  jujur dan aktif dalam menganalisis pengertian  hukum tindak pidana khusus, pengaturan TP khusus,tujuan pengaturan TP khusus,dan ruang lingkup TP khusus.

	INDIKATOR PENCAPAIAN
	1. Mampu bekerjasama dengan  jujur dan aktif dalam menganalisis pengertian  Tindak Pidana Khusus;
2. Mampu bekerjasama dengan  jujur dan aktif dalam menganalisis pengaturan, tujuan dan ruang lingkup tindak pidana khusus.

	BAHAN KAJIAN
	Hukum tindak pidana khusus

	SUB BAHAN KAJIAN
	1. Pengertian hukum tindak pidana khusus
2. Pengaturan tindak pidana khusus
3. Jenis-jenis delik
4. Pengaturan tindak pidana khusus
5. Subjek tindak pidana khusus
6. Hukum acara tindak pidana khusus
7. Ruang lingkup tindak pidana khusus
8. Bentuk-bentuk tindak pidana khusus
9. Contoh kasus tindak pidana khusus

	METODE
	Mendiskusikan pengertian hukum tindak pidana khusus, pengaturan TP khusus,tujuan pengaturan TP khusus,hukum acara Tpkhusus, ruang lingkup, bentuk-bentukTP khususdan contoh kasus TP khusus. dalam konteks kolaborasi.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN

	TAHAPAN
	KEGIATAN DOSEN
	KEGIATAN MAHASISWA
	MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Pembukaan
	Memberikan ulasan umum mengenai pengertian, istilah serta gambaran umum Hukum Pidana Khusus.
	Melihat dan mendengarkan penjelasan
	Text Book, Slide Presentasi

	Penyajian
	Memantau dan memfasilitasi jalannya diskusi
	Berdiskusi dalam kelompok
	Idem

	Penutup
	Memberikan evaluasi hasil diskusi
	Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi antar kelompok
	Idem

	EVALUASI
	Melakukan Tanya jawab lisan dari hasil diskusi yang telah dilakukan

	REFERENSI
	1. Amrullah, Rinaldy, dkk. .2015. Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP.Universitas Lampung : Bandar Lampung.
2. Hamzah, Andi. 1983. Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta :     Erlangga.
3. Syamsuddin, Aziz. 2013. Tindak Pidana Khusus. Jakarta :  Sinar Grafika.
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